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KEEUASAAN DAN DEMOKRASI

OlehSri Hastuti P

DemokratisasiKekuasaan adalah sebuah kehanisan. Karena memang
begitulah hakekat kekuasaan bila dilihatdari prespektifdi maria setiap

kekuasaan berhadapan vis a vis dengan basis massa. Sedang dalam tingkat
tertentu, basismassa ini memiiiki kesadaran koiektifdan bertindak atas otoritas
koiektif untuk secara sadar menggunakan hak-haknya: Demikian diungkapkan

oieh Sri Hastuti P. daiam tuHsan ben'kut

PENDAHULUAN
Dalam • diskursus politik, wacana

kekuasaan hampir tidak pernah terlewat
untuk diretrospeksi. terlebih jika dikaitkan
dengan demokrasi. Keduanya bagaikan
jiwa dan ruh yang saling mengisi dan
mempunyai huburigan simbiosis
mutualis/)

Kekuasaan dalam perspektif ilmu
politik sebenarnya terdapat dua kubu.
Kubu pertama menganggap bahwa
kekuasaan bukan persoalan Ihti dalam
politik. Sedangkan kubu kedua

menganggap kekuasaan sebagai masalah
essensial dalam ilmu politik. Kubu
pertama didasari oleh asumsi bahwa ada
masalah yang lebih penting dan
merupakan inti dari segala persoalan
politik yaitu negara. Sementara. kubu
kedua mempunyai argumentasi bahwa
kekuasaan adalah persoalan yang sangat
substantif, essensial dan bahkan
merupakan hakekat dari ilmu politik.
Adapun negara hanyalah lembaga bagi
kekuasaan.^^ Kekuasaan dalam beberapa

"nJ'k'nenggambarkansuatu hubungan y^gsaling mendukung dan menguntungkan.
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konsep kemudian banyak dibedah dalam
berbagai perspektif. Tetapi ketika
dihadapkan pada realitas praktis ada
tuntutan yang muncul bahwa kekuasaan
harus mengejawantahkan demokratisasi.
Persoalannya bukan pada apa kekuasaan
yang demokratis itu, melainkan pada
bagaimana mewujudkan kekuasaan yang
demokratis.

nRMINOLOGI KEKUASAAN DAIAM
PERSPEKHF

Trend dalam beberapa dekade terakhir
Ini memperllhatkan orlentasi anaiisis
kepada kekuasaan sebagal sumber
pengabsahan kebljakan-kebijakan yang
dikeluarkan negara. Tanpa kekuasaan
sebuah kebljakan tidak mempunyai
kekuatan untuk direallsasikan. Sudah

barang tentu kekuasaan yang demikian itu
adalah kekuasaan yang sah secara
hukum. Dalam kepustakaan Hukum Tata
Negara, kekuasaan itu harus mendapat
legltimasi darl konstltus>i sebagal hukum
dasar bagi negara yang memuat kaldah-
kaidah fundamental tentang sistem
ketatanegaraan.

TerminologI kekuasaan selalu terkait
dengan hakekat, wewenang dan dasar
iegitimaslnya. Berblcara mengenai hakikat
kekuasaan adalah bersentuhan dengan
hal yang sebenar-benarnya. Dari segi
hakekat, kekuasaan adalah kekuatan,
kemampuan atau kesanggupan untuk
berbuat sesuatu. Mengandung pula
wewenang atas sesuatu.^^ Dalam berbagai

Kekuasaan dan Demokraal

pandangan pemlkiran, pengertlah ini
berkembang dan mempunyai hete-
rogenitas persepsl sesuai dengan
perspektifyang digunakan. Seperti halnya
terminologi kekuasaan yang dianallsls dari
perspektif fllsafaf ketuhanan akan
berlainan dengan terminologi darl
perspektif sosiologl.

Dalam perspektif filsafat Ketuhanan,
kekuasaan dibedakan antara kekuasaan

mutlak dan kekuasaan nlsbi atau relatlf.
Kekuasaan mutlak hanya ada pada Allah,
Adapun yang nlsbi atau reiatif ada pada
manusia. Sebab kemahakuasaan adalah

suatu kemestian bag! Allah.^) Allah adalah
pemillk otoritas tertlnggi atau.pemilik dan
pemegang tahta otoriter.^} Karena itu
dalam perspektif ini, wewenang atau
kekuatan untuk menguasai secara mutlak
hanya milik Allah, penguasa atas alam
makro kosmos dan alam mikro kosmos

serta alam materi dan non materi (ghalb).
Adapun kekuasaan yang diberikan kepada
manusia adalah amanatyang berasal dari
Tahta otoritas. Sebab manusia nrie-

merlukan institusi kekuasaan yang iebih
konkrit dalam mengkoordinir massa
(umat) untuk mewujudkan tata kehldupan
yang makmur, tertib dan adil.

Dalam tinjauan Islam; Al-qur'an telah
menggariskan bahwa Allahadalah pemillk
segala kerajaah dan maha kuasa atas
segala sesuatu.Allah menciptakan
manusia dan menurunkan ke bumi dengan
satu kekuasaan yang menyertainya yaitu
sebagal khalifah yang akan

6)

Dirangkumdaridefinisikata kuasa dalamkamusbesarBahasaIndonesiaTerbitan DepartemenPendidikandan
Kebudayaan dan Baiai Pusataka.
HanizahYa'cub,F{/sq/!z^Ar&/uAanan. Al-Maarif,Bandung, 1984,hal. 169.
Mehdi Muzaffari; membedakan antara tahta otoritas dengan tahta kekuasaan, tahta otoritas hanya ada pada Allah.
Tahtaotoritasadalahtahta legitimasiterrin^i. Sedangkantahta kekuasaandiberikankepadaMuhammadyang
mewakili dimensi kekuasaan dl duniayang dituntun oleh tahta otoritas dari Allah. Pandangan ini menonjolkan dimensl
normarifdari kekuasaan.

QS.A1-Mulk:r
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memakmurkan bumi.^) Secara
kelembagaan, Al-Qur'an juga
menegaskan tiga prinsip pentaatan pada
kekuasaan. Pertama adalah taat kepada
Allah sebagal Institusi otorltas.tertinggi;
kedua kepada Rosulullah yang memegang
tugas sue! dan kekuasaan dengan dasar
wahyu yang diterlmanya secara lahgsung
dari Allah. Ketiga, kepada para Ulil Amri
atau pemimpin yang telah mendapat
kepercayaan untukmemirripln dengan adl!
sesuai'dengan perlntab kekuasaan
pertama dan kedua.®> Karenanya,
kekuasaan dalam perspektif Islam adalah
amanah dan mempunyal dimensi
metafisisdan kosmopolit universal, karena
berlaku untuk alam semesta Ini.
Pertanggungjawabannya tidak hanya di
dunia tetapi berimplikasi di alam akherat.

Perspektiffllsafat Ketuhanan terhadap
kekuasaan ini banyak dikritik terlalu
spekulatif dan kosmopolit bahkan idealls
dan utopis sebab kurang menjangkau
wilayah alam nyata. Namun apapun
penilaiannya jika berbicara mengenal
hakekat kekuasaan maka berbicara nilai
essensialnya yang memberlkan "ruh"
terhadap kekuasaan. Ibnu Khaldun-salah
seorang pemlkir politik terkeniuka yang
pernah dimiliki Islam - walaupun menolak
untukmerhberikanpandangan kekuasaan
darl segi agama tetapi ia tidak dapat
memberikan kekuatah kontrol terhadap
kekuasaan dan justru unsur rabbani
jangan sampal tertanggal dari dunia

praktis kekuasaan agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang untuk
keuntungan pribadl.^^

Selain perspektif filsafat Ketuhanan
yang diwakili Islam sebagaimana tersebut
di atas, kekuasaan juga dianalisa dengan
perspektif sosiologis, yaltu meiihat
kekuasaan sebagal gejaia empiris yang
harus diamati di dalam masyarakat.

Sebagal titjk tolak terminoiogi
-kekuasaan dalam perspektif sosiologis
adalah rumusan dari Max Weber yang
mengatakan bahwa dalam suatu
hubungan sosial kekuasaan iaiah
kemampuan untuk melaksanakan
kemauan sendiri, apapun dasar
kemampuan ini sekallpun mengalami
perlawanan. Adapula yang merumuskan
kekuasaan sebagal suatu hubungan
dimana seseorang atau sekelompok or-
ang dapat menentukan tindakan
seseorang atau keiompok lainagar sesuai
dengan kelnginan ataupun tujuan dari
pihak yang menentukan.

Rumusan ini. dikemukakan oleh D.
Laswell dan Abraham Kaplan. Sementara
itu Van Doom merumuskan kekuasaan
sebagai suatu kemungkinan pembatasan
tindakan bagi seseorang atau keiompok
orang sesuai dengan apa yang ingin
dicapai oleh pihak pertama yaitu
penguasa. Rumusan Van Doom in!
mendapat kritik sebab kekuasaan tidak
hanya membuka kemungkinan tindakan
yang iebih besar dan ieluasa.^^)

7) QS. A'Baqarah: 30
8) Deskripsi InitersiratdalamQS.An-Nisisa: 59
9) Ibnu.Khaldun menolakmeniberilcM anallsis kekuasaan dari segi agama karena menunitnyakekuasaan itu sesuatu

; yangwajardanalami.Masyaratotman^unbaikyangagamlsataulldakmcmpunyaikekuasaan,A.Rahman
.Zuiiudln pp. cit,hal. 114,135,139.

10) LihatbeberapakonsepkekuasaMyang dikemukakan olehparasosiolbgyangdikutjpolehMlriaraBudiardjo,
DemokrasidiIndonesia, DemokrasiParlementerdan DemokrasiPahcasila, kumpulan karangan, Gramedia,
Jakarta, 1994, Hal.92-93.
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Dari.ketiga rumusan tersebut temyata
dari segi substansi, kekuasaan tetap
mengandung kemampuan atau
wewenang. Kalau pada rumusan Max
Weber wewenang itu menyangkut
pelaksanaan kemauan individu dalam
kelompok. Sedangkan dalam rumusan
Laswell dan Abraham Kaplanseolah-olah
wewenang Ituberslfatsubordlnatif. Sebab
ada kelompok yang menentukandan yang
dltentukan. Atau dalam interprestasi
bebasnya, kelompok yang memerlntah
menentukan kelompok kedua (yang
diperintah) menjadi tidak leluasa bertlndak
karena dibatasi oleh tujuan yang heridak
dicapal oleh plhak pertama.

Kekuasaan juga dlartlkan sebagal
dominasi dan pengawasan. Barrlngton
Moore memberikan deflnisi yang
diorlentasikan pada metode atau cara
bagalmana golongan-golongan ataupun.
individu-lndividu tertentu berhasil.
melakukan dominasi terhadap
sesamanya. Adapun Talcot Parsons dan
Robert Lynd cenderung merumuskan
kekuasaan sebagal kekuatan untuk
mengawiasi atau melakukan pengawasan.
Parsons menganggap kekuasaan sebagal
pemllihan fasllitas-fasilltas untuk
mehguasal. Sedangkan Robert Lynd
menganggap kekuasaan sebagal sumber
sosial yang utama untuk mengadakan
perigawasan.^^) Mesklpun berbau soslalis,
barangkall ada benarnya pernyataan
Frederlch Engels bahwa kekuasaan Itu
sesuatu yang berasal dari masyarakatdan
berkuasa diatas masyarakaf^^

Kekuasaan dan Demokrasl

Dari berbagar rumusan itu, ternyata
kekuasaan dapat ditarlk pada pengertian
yang lebih umum yaitu sebagal suatu
kesempatan bag! seseorang atau
sekelompok orang untuk mewujudkan
kehendaknya dalm bentuk suatu aksi
sosial balk tehadap mereka yang
menentang kehendak maupun tidak."'

Sebenarnya kekuasaan dalam
perspektif sosiologis inl mempunyal
landasan asas kedaulatan rakyat atau
rakyatdianggapsebagal suatu supremacy
dalam struktur kekuasaan yang legal.
Tetapiketlka kekuasaan itudllembagakan
maka rakyat menjadi komunitas yang
dikuasai dan diserahkan kepada
kebijakan-kebijakan penguasa. Rakyat
juga dibatasi geraknya dalam sistem,
aturan main yang dibuat oleh penguasa.
Karena Itulah terjadl dominasi. Dalam
segala jenis dan skala organlsasi apapuni
struktur kekuasaan yang dominatif itu
selalu ada. Kekuasaan dalam terminologi
sosial Initimbul karena ada Interaksl sosial
dimana dldalaminteraksi sosial paraplhak
tidak selalu berada pada poslsl egallter.

Dari'perspektif sosiologi inl pada
dasarnya hakekat kekuasaan relatif tidak
berbeda dengan perspektif filsafat
Ketuhanan. Sebab sama-sama mengarah
pada kemampuan, kekuatan dan
wewenang. Perbedaannya terletak. pada
basis nilai yang melandas)-adanya
kekuasaan. Nllal religius begitu dominan
dalam filsafatKetuhanan bahkan menjadi
basis kekuasaan. Sedang nllal>nllai sosial
yang dianggap rasional menjadi acuan
bagi perspektif sosiologis.

11) Konsep-konsep kekuasaan sebagaimanadikutip oleh Soelaiman Soeniardi dalam Miriam Budiardjo Q^enyusun),
AnekaPemikiranTentangKuasadan Wibawa, PustakaSinarHairapan, Jakarta, I991,hal.31

12) Anthony, Giddens danDavid Held, PendekatanKlasikdanKontemporermengenaikelompokkekuasaandan
A:o^/t,Rajawall Press,Jakarta, 1987,hal.21.

13)lbtd,hal.23.
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DASAR UGITIMASIKEKUASAAN
Kalau secara hakekat, antara

kekuaisaan daiam tinjauan filsafat
Ketuhanan dengan tinjauan sebagai gejala
soslai tidak menampakkan perbedaan
yang mencolok, tetapl dari segl dasar
legltlmaslnya sangat berbeda. Pada
perspektif filsafat Ketuhanan dasar
legltlmasinya adalah Tuhan sendlrl melalui
perlntah-perintah dalam kitab suci,
Dengan demlklan sumber legltimasi
kekuasaan dalam perspektif In! berasal
dan kekuasaan supranatural yaitu Allah.
Sedangkan dari perspektif sosiologis
legltimasi kekuasaan berasal dari
masyarakat. Jika kekuasaan adalah
sebuah fenomena .yang alami
dimasyarakatkan maka masyarakat
menghlmpun suatu kekuatan dan
seianjutnya secara institusionai kekuasaan
dipercayakan kepada pemimpin atau
sekelompok orang untuk meiaksanakan.

Pengalaman di negara-negara Eropa
Barat terutama pada abad-abad
pertengahan, legltimasi atas dasar
kekuasaan Tuhan mendapat banyak
kritikan,sebab para penguasa pada waktu
itu justru memonopoli kekuasaan atas
dalih sebagai wakil Tuhan sehingga tidak
seorangpun mempunyai wewenang untuk
meniiai.

Legltimasiatas dasar nilai rellgiusyang
berasal dari kekuatan lllahi ini membawa

implikasi bahwa penguasa dalam
melaksanakan kekuasaannya berada
diatas peniiaian moral. Dan penguasa
adalah sesuatu yang menggerakkan,
bukan sebagaisubyek penanggiingjawab.
Sehingga masyarakat' tinggal menerima
titah penguasa.")

Filosuf yang muncul pada masa abad
pertengahan yang mendukung adanya
legltimasi rellgius Ini adalah Thomas
Aquinas (1225-1274), yang
menggantungkan legltimasi kekuasaan
negara pada kesesuaiannya dengan
tuntutan-tuntutan normatif. Karenanya
Thomas Aquinas menegaskan bahwa
hukum kodrat harus menjadi dasar
kekuasaan bukan kekuasaan yang

. menjadi dasar hukum. la menuntut adanya
penggunaan kekuasaan atas legltimasi
etis.^®) -

Dengan demikian pengabsahan atau
legltimasi kekuasaan.atas dasar rellgius
ini berslfat pe'renial atau abadi. Implikasi
negatifnya adalah apabila penguasa tidak
dapat mengendalikan ego pribadinya
sebagai manusla. Sehingga muncul
kecenderungan seperti yang dikemukakan
oleh Lord Action bahwa kekuasaan itu

cenderung korup dan kekuasaan yang
korup cenderung absoiut. Bagaimanapun
juga kekuasaan manusia mempunyai
banyak keiemahan kecuaii manusia itu
parexsellence seperti Rosulullah SAW
yang menerima iegitimasi tahta
kekuasaan atas dasar wahyu yang
diterimanya secara langsung dari Allah
sebagai pemegang tahta legltimasi
tertinggi.

Kekuasaan atas dasar legltimasi
kekuasaan Tuhan terutama di Eropa pada
abad pertengahan memberikan preseden
bahwa kekuasaan yang mempunyai
legltimasi seperti itu ternyata tidak
menjamin adanya keadilan bag! rakyat.
Karenanya beberapa sosiolog kemudian
berfikir agar kekuasaan itu mempunyai
dasar legltimasi yang dapat diterima

14)-FranzMagnis-Suseno, ATuost/dbnMtm/, Gramedia,Jakarta, 1986ihal. 1.
15)lbid.hal4-5.
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secara rasional. Kemudian muncul suatu
pemikiran bahwa dasar legitimasi
kekuasaan itu adalah rakyat atau
masyarakat.

Legitimasi dalam perspektif
masyarakat in! sebagaimana dikatakan
oleh David Easton adalah keyakinan.
bahwa untuk menerima dan mentaati
penguasa dan memenuhi tuntutan-
tuntutan darl rezim itu adalah merupakan
sesuatu yang wajar. A.M Lipset
menegaskan bahwa cakupan legitimasiini
meliputi kemampuan untuk membentuk
dan mempertahankan kepercayaan
bahwa adanya iembaga-iembaga poiitik
adalah sesuatu yang wajar untuk
masyarakat

Jika konsep legitimasi ini dianggap
sebagai suatu keyakinan dan keyakinan
itudideiegasikan dalam bentuk kekuasaan
maka sebenarnya ada hal yang iebih
dalam atau imanen dahpada keyakinan
yaitu soai niiai yang meiandasi; adanya
keyakinan atau kepercayaan itu. IWengapa
masyarakat begitu yakin bahwa penguasa
yang ada dipercaya melaksanakan
kekuasaan? Ini barangkali sukar
dijelaskan secara logika. Sebab sifatnya
yang imanen (terselubung) dalam hati
nurani rakyat. Sedangkan ;dimensl
transendensi keyakinan adalah kekuasaan
yang diiaksanakan berdasarkan legitimasi
masyarakat. Dengan demikian legitimasi
tidak hanya menyangkut keyakinan untuk
menerima dan mentaati penguasa serta
meliputi kemampuan membentuk,
mempertahankan kepercayaan terhadap
Iembaga-iembaga kekuasaan semata.

Kekuasaan dan Demakrasl

Lebih dari itu legitimasi menyangkut
tentang akar keyakinan yaitu nilai
kebenaran dan keadilan yang
menggerakkan keyakinan pada hati
nurani. Karenanya niiai.tersebut dapat
menjadi kontroi bagi kekuasaan, minimal
kontrol moral.

Ibnu Khaidun pemah rhengungkapkan
bahwa penolakannya untuk memandang
kekuasaan dari tinjauan religius bukan
berarti ia mengabaikan peran agama
sama sekali. Bagaimanapun Juga agama
merupakan faktor penting untuk
membimbing dan menuhtun manusia
kearah yang lebih balk dan lebih seiamat.:
Sebab dalam diri manusia tersisa sifat-
sifat kebinatangan.Dalam hubungan
kekuasaan dan moralitas, agama sebagai
unsur robbani dapat menjadi kontroi agar
manusia lebih dekat kepada kebaikan dan
prinsip-prinsip keadilan."'^

Respon yang muncul terhadap dua
paradigma legitimasi itu yaitu legitimasi
religius dan legitimasi masyarakat lalu
meiahirkan penllaian tajam bahwa
legitimasi religiuscehderung memberikan
status QUO bagi penguasa. Kekuasaan
atas legitimasi ini juga dianggap tidak
mempunyai landasan. Sebaliknya kritik
yang ditujukah kepada legitimasi
masyarakat adalah sekuralisasi dalam
kekuasaan, sehingga kekuasaan jauh dari
keberpihakkan terhadap kebenaran dan
keadilan yang harus ditegakkan di atas
bumi ini. Legitimasi pertama seolah-oiah
hanya mendasarkan pada' pendekatan
intuituf. Sebaliknya legitimasi kedua
menekankan pada pendekatan rasional.
Keduanya sebenarnya , dapat

16) Lihat pendapat David Easton dan A.M. Lipsetyang dikutip oleh MiriamBudiardjo, Op. cH, hal. 90-91. Tegemahan ini
secararedaksional sedikitberbedadengan Miriam Budiardjo. Tetapi esensinya tidakberubah.'

17) Lihat Ibnu Khaidun, Telaah Miriam Budiardjo dalamkatapengantar untuk A.Rahman Zainudin, C>/>."c//hal. XIV-XV,
jugapadatelaahA.^manZainudinsendiri,Op.c/tha!. 114,135,140.
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dipertemukan dengan pemyataan bahwa
kekuasaan selain memiliki dimensi

legitimasi intuitif (keyakinan keimanan)
juga memiliki dimensi rasional. Tetapi
kecenderungan yang besar terjadl pada
dominannya pendekatan rasional
terhadap kekuasaan sebab kekuasaan
adalah ha! yang empirik dan dapat
dikontro! oieh masyarakat secara nyata
melatui cara yang logis.

Kekuasaan Dan Demokrasi

Keterkaitan antara kekuasaan dengan
demokrasi ,merupakan fenomena yang
tidak dapat djhindari, terutama ketika
legitimasi masyarakat terhadap
kekuasaan menjadi legitimasi yang pal
ing berpengaruh dan paling dpminan di
negara-negara dunia ketiga. Kekerasan
yang demokratjs muncul seolah-olah
sebagai sintesis antara tesis kekuasaan
atas dasar legitimasi religius dan arititesis
kekuasaan atas .dasar legitimasi
masyarakat. Antitesis ini muncul karena
menganggap kekuasaan atas dasar
legitimasi reiigjus meiahirkan kekuasaan
yangotoiiterateu diktator.Padahal realitas
sosialnya meiiunjukkan bahwa lahirnya
kekuasaan diktator tidak sernata-mata

karena berdasar legitimasi Tuhan. Ambil
contoh kediktatoran Hitler dan Lenjn.

Demokrasi adalah suatu bentuk
kekuatan yang digerakkan oieh rakyat
.menurut teori Cyclus dari Polybios,
keiahiran demokrasi ada|ah respon atas
perkembangati beberapa . tipologi
kekuasaan sebelumnya yaitu Monarchi
yang .dipegang oieh seorang Raja.
Kemudian Monarchi tidak dapat bertahan

karena raja bertindak sewenang-wenang.
Lahiriah kekuasaan Tyrani. Lalu Tyrani
disingkirkan lagi oieh sekelompok
bangsawan yang kemudian menciptakan
tatanan kekuasaan Aristokrasi. Pada

akhirnya Aristokrasi dianggap terlalu
mementingkan kelompok bangsawan
sehingga sekelompok orang berusaha
merebut kekuasaan untuk kepentingan
umum, maka muncul kekuasaan
Oligharchi. Dalam perkembangannya
Oligharchi kemudian digantikan'oleh
kekuasaan demokrasi.

Baik secara teoritis maupun secara
empiris, demokrasi juga mengalami
perkembangan pasang surut. Kajian-
kajian teori demokrasi pada mulanya
hanya berbasis pada hak-hak rakyat
dalam pemerintahan, kemudian ketika
demokrasi harus berhadapan dengan
persoaian-persoaian kultur dan ideologi
maka teori demokrasi berbias pada kultur
dan ideologi.

Carol C. Gould ketika mengkaji ulang
tentang demokrasi dengan titikberat pada
demokrasi liberal dan demokrasi sosial

mengatakan behwa keduanyasama-sama
mempunyai kelemahan. Demokrasi liberal
yang memprioritaskan hak-hak individu
secara bebastemyata mengandung resiko
berupa lahirnya manusia-manusia egois
dan asosial. Hal disebabkan kebebasan
yang ada dalam demokrasi ini adalah
kebebasan negatif. Sementara itu teori

' demokrasi sosialis yang mensubordinasi
hak-hak individu oieh negara dinilai
memunculkan kecenderungan reduksionis

18) Teori Cyclus Polybios seb^aimanadikutip oieh Sri Sumantri,TentangLembaga-Lembaga Negara Menurut UUD
Alumni, Bandung, 1986, hal. 2.>

19) CarolC.Gould,DemokrasiDilinjauKembali,TiaraWacana, Yogyakarta,-1993,Hal. 5-7.
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terutama dalam memberikan interprestasi
terhadap gejala sosial.

Setelah demokrasi politik - istilah lain
untuk menyebut demokrasi liberal - dan
demokrasi sosial mengalami saat-saat
surut, ada kecenderungan baru untuk
menilai demokrasi bukan pada segi
substansi dan normatif, melalnkan pada
segi prosedur. Dengan demikian
demokrasi dianggap sebagai sebuah
prosedur atau metode dimana rakyat
meralh hak-haknya dalam kekuasaan
pemerlntah.

Adalah Joseph Schumpeter yarig
mendomlnasi perdebatan tentang
demokrasi dengan konsepnya yang dinllai
berslfat deskriptif, Institusional dan
prosedural. Menurutnya demokrasi adalah
prosedur keiembagaan untuk mencapai
keputusan politik yang didalamnya
individu-individu memperoleh kekuasaan
untuk membuat keputusan melalul
perjuangan kompetltif dalam rangka
memperoleh suara rakyat Inidemokrasi
yang oleh Huntington disebut dengan
demokrasi yang dominan pada gelombang
ketiga yang mewarnal realltas politik dl
negara-negara dunia ketiga.

Dalam praktek demokrasi, teori
prosedural ini secara sederhana
dikongkrltkan dalam mekanisme
pemllihan umum. Pemllu adalah salah
satu wujud atau bentuk partisipasl politik
rakyat. jika dikaitkan dengan konsep
Schumpeter maka pemllu yang
demokratis adalah pemllu yang menjamin
hak-hak individu untuk memperoleh
kekuasaan dalam proses pengambilan

Kekuaaaan dan Demokrasl

keputusan.Kompetisi nierekaseharusnya
dijamin tanpa paksaan dan tekanan.

Demokrasi itusendiri memeriukan tiga
syarat yaitu: Pertama adanya kompetisi
yang sungguh-sungguh, meluas dan
melibatkan individu-individu atau
kelompok-kelompok dalam perolehan
jabatan kekuasaan. K^dua adanya
partisipasl politik yang melibatkan
sebanyak mungkin warga negara. Ketiga"
adanya jaminan terhadap kebebasan sipll
dan politik. .

Dalam praktek politik ketat^negaraan,
ketiga syarat tersebut tidak terlepas dari
konteks konstituslonal. Dalam arti, baik itu
kompetisi, partisipasi maupun jaminan
hak-hak politik dan hak-hak sipilmendapat
pengabsahan secara konstituslonal.
Karena Itu keterkaitan antara persyaratan
demokrasi sdperti diatas dengan konstitusi
melahirkan demokrasi konstituslonal.

Tetapi tidak mudah untuk memenuhi
persyaratan-persyaratan itu. Sebab ada
beberapa kendala yang berslfat strukturai
dan Instansional.

Pertama kendala lembaga kekuasaan
itu sendiri sering kali ada kondisi yang
tidak permisf dalam proses pembuatan
kebijakan, sehingga proses komunikasi
politikdari penguasa kepada. rakyat tidak
utuh. I

Kendala kedua kesulitan )^ang dialami
oleh rakyat untuk dapat menggunakan
kesempatan berkompetisi secara fair dan
sehat terhaiang oleh kepentingan
kelompok yang mendomlnasi lembaga
politik. Untuk mendapatkan jabatan-
Jabatah publik dalam pemerintahan, rakyat

20) SamuelP. Huntington, Ge/omdangKefigaDemo/crasi, Graffiti, Jakarta,1995,hal. 5.
21) PersyarataninidikemukakanolehDiamond,Linz danLipsetyang diilhamiolehpemikiranRobertDahl tentang

Polyarki, sebutanIainuntukdemokrasi. DUcutip olehMochtarMasoed dalamJVegara, Kapiialdan Demokrasi,
Pustakapelajar, Yogyakarta, 1994,hal. 9.
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atau indlvidu-individu harus masuk dalam

sistem organisasi tertentu dan mematuhi
aturah organisasi serta mau menerima
tujuan yang hendak dicapai oleh
organisasi. Kualitas individu bukan satu-
satunya jaminan untuk bisa mendapatkan
jabatan kekuasaan. Dukungan rriayoritas
suara adalah lebih hegemonik daripada
sekedar kualitas. Padahal ^uara mayoritas
bisa saja dimanlpulasi atau diperoleh
dengan cara ilegal.

Kendala ketlga partisipasi pojitikbelum
dilihat secara substansial, tetap! lebih
bersifat fdrmalitas kelembagaan.
Tampaknya ihi terus dibudayakan secara
struktural. Ambil contoh ketika kebljakan
pembangunan akan digulirkan, ada forum
musyawarah. Tetapi media musyawarah
hanya digunakan sebagai forum formalitas
pengabsahan dan tidak digunakan sebagai
lembaga hearing, shareing, dan bargain
ing. Hal itu sudah sangat fenomenal dan
terjadi balk secara struktural artinya terjadi
balk di tingkat atas, menengah dan bawah
maupun secara instansional.

Kemudian kendala keempat adalah
pemberian kebebasan politik dan
kebebasan sipll belum optimal walaupun
sudah jelas tertera dalam konstitusi yang
berlaku; Hal Itu disebabkan frame

politiknya tidakmenghendakidiberikannya
hak-hak politik dan hak-hak sipil secara
bebas. •

Kendala kelima adalah politik
kekuasaan yang hegemonik masih
menampakkan adanya Coercive Powers,
pendekatan represif dan cenderung
otoritef dalam menyelesaikan setiap
persoalan atau konflik-kbnflik terutama
yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-
hak politik dalam proses demokrasi.
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PEHUTUP
Kekuasaan dalam konteks demokrasi

sesungguhnya lebih rumit daripada
kekuasaan dalam konteks atau perspektif
pemiklran. Sebab kekuasaan berhadapan
langsling dengan basis massa yang terus
menerus menghendaki proses menuju
terlaksananya demokrasi.

ApalagI basis masa ini telah
mempunyai.kesadaran kolektif dan
bertindak atas otoritas kolektif untuk
secara sadar menggunakan hak-hak
mlliknya. Kesadaian kolektif ini terbangun
karena adanya kesadaran politik masing
masing Individuhya .

Kekuasaan dalam konteks.
demokratlsasi adalah kekuasaan yang
responsif terhadap aspirasi rakyaf dan
akomodatif terhadap kepentingan-
kepentingan rakyat banyak. Karenanya
untuk menciptakan kekuasaan yang
demikian itu harus ada koreksl dan

pembenahan terhadap beberapa. hal
diantaranya ; pembenahan terhadap
lembaga yang menjalankan fungsi
pengawasan dan terhadap mekanisme
partisipasi politik masyarakat.

Pembenahan terhadap lembaga
pengawasan perlu dilakukan kearaliyang
lebih mandiri. Lembaga ini apabila
berfungsi secara independen akan
memlliki kredibilitas sebagai lembaga
yang mendapat kepercayaan masyarakat
untuk mengadakan upaya preventif
maupun represif terhadap kekuatan yang
otoriter dan korup. Berbicara tentang
lembaga pengawasan Ini sebenamya ada
tiga jenis. Pertama, lembaga pengawasan
secara moral. Kedua, lembaga penga
wasan secara hukum dan ketlga,
lernbaga pengawasan secara sosial.
Lembaga pengawasan secara moral
merupakan lembaga yang mempunyai
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kewajiban menegakkan supremacy of
moral di dalam negara. Oleh karena itu
lembaga Itu harus melakukan ko'ntrol
terhadap moralitas. para pemegang
kekuasaan. Bukan hanya untuk member!
pembenaran normatifyangsering dijadlka
justlflkasi bag! keputusan ataupun
tindakan-tlndakan para penguasa agar
dapat diterima oleh masyarakat luas
(umat).

Pembenaran normatif sah-sah saja
sepanjang hal itu rasional dan relevan
dengan prinsip keyakinan yang dipegang
teguh oleh masyarakat misalkan agama.
Koreksi terhadap lembaga in! leblh
ditujukan kepada fungsi kelembagaan
agar tidak merupakan tempat untuk
mencari pembenaran normatif semata
namun juga untuk mempelopori Gerakan
Moraldalam mewujudkan kekuasaan yang
berpihak pada kebenaran, keadllan dan
kejujuran. Kemudian jenis kedua, yaitu
lembaga pengawasan secara hukum,
lembaga inimempunyai fungsi kontrol dari
segi hukum terhadap kekuasaan. Karetia
kekuasaan mempunyai kecenderungan
untuk disalahgunakan maka kontrol darl
segi hukum merupakan cara atau langkah
paling tepat dalam negara hukum. Di
dalam paradigma negara hukum balk yang
menganut rule of law maupun yang
menganutrechstaat, keberadaan lembaga
pengawasan secara hukum sangat
mendesak agar tatanan hukum ditaatl
sebagaimana mestinya. Koreksi terhadap
lembaga pengawasan ini tertuju pada
mekanisme kerjanya yang maslh
memungkinkan adanya intervensi dari
kekuasaan diluar kekuasaan yang
memegang otoritas pengawasan ini.
Padahal lembaga pengawasan secara
hukum yang dalam prakteknya dilakukan
oleh lembaga' formal. Secara tegas
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dinyatakan sebagal lembaga yang mandlri
dan bebas dari intervensi lembaga-
lembaga manapun.

Pengawasan separa hukumhendaknya
tetap dilakukan baik terhadap aparat
peneggk hukumnya maupun terhadap
para pemegang kekuasaan yang memiliki
Fries Esmcssen (kebebasan bertindak)

JenIs pengawasan ketiga adalah
pengawasan secara sosial. Pengawasan
in! melibatkan seluruh masyarakat. Jlka
kita konsekuen dengan asas kedaulatan
rakyat maka sudah seharusnya rakyat
diberi kesempatan untuk mengawasi
jalannya kekuasaan, baik melaluilembaga
formal maupun non formal. Secara formal
memang telah mewakilkannya pada OPR.
Tetapi hal Itu tidak menutup kemungklnan
bag! rakyat untuk melakukan kontrol
melalui media-media lain, misalnya
melalui pers ataupun LSM. Hanya saja
hers dan LSM harus slap menghadapi
tindakan represif apabila dari kacamata
pengupsa kontrol mereka justru
membahayakan kekuasaan. Tindakan
represifitu positifselama tidakmerhatikan
daya kritis masyarakat dan tidak
menjadikan masyarakat diselimuti dengan
ketakutan-ketakutan terhadap Coercive
Power (kekuasaan paksaan):

Selain terhadap lembaga pengawasan
koreksi - juga dilakukan terhadap
mekanisme partisipasi politik. Selama ini
wujud partisipasi politik masyarakat
cenderung dijadikan formalitas untuk
memperoleh legitimasi masyarakat. Ambll
cpntoh lembaga musyawarah.
keikutsertaan mereka didalam
masyarakat seringkali hanya diiihat
sebagai formalitas kehadiran. Dalam arti,
yang penting mereka telah diundang untuk
menghj^diri musyawarah. Perkara usulnya
ataupiin tuntutan-tuntutannya ternyata
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tidak sesuai dengan yang diharapkan itu
soal belakangan;Sehingga jika muncul
reakst yang. kontra terhadap keputusan
musyawarah, mudah saja untuk
menaggaplnya dengan ungkapan bahwa
mereka telah diajak serta dalam
musyawarah. Partisipasi politik semacam
tni sangat tidak menguntungkan
masyarakat. Sebab masyarakat tidak
diberi tempat di dalam seluruh prosedur
pengambiian keputusan. Langkah mereka
hanya sampai pada tahap audien ataupun
hearing. Sedangkan keputusan terakhir
ada pada pemegang kekuasaan.
Partisipasi politik juga dapat dilihat pada
keikutsertaan mereka dalam pemlllhan
wakil-wakil rakyat. Kadang mekanisme
partisipasi politik dalam proses pemillhan
justru tidak memberikan hak kebebasan
masyarakat untuk menentukan sendiri apa
yang menjadi pilihannya. Mekanisme
partisipasi pojitlkharus dibenahl agar tidak
mencerrnlnkan media formalitas belaka.

Kaiau forhialitas itu kaku, sedang
partisipasi politik masyarakat hanya
sebagai ajang formalitas, maka akan
melahirkah keputusan-keputusan yang
kaku.
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Perribenahan terhadap fungsi
pengawasan dan terhadap mekanisme
partisipasi poljtik sangat urgeh agar
kekuasaan tidak berdiri di atas status quo
dan masyarakat dapat memberikan
kepercayaan penuh dalam mewujudkan
kekuasaan yang bermoral, mentaati
hukum yang berlaku dan sejalan dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Sudah saatnya
lembaga pengawasan melakukan
pengawasan kekuasaan bukan lembaga.
yang diawasi oleh kekuasaan. Sudah.
waktunya pula kekuasaan tidak
membelenggu hak-hak partisipasi politik
masyarakat. Meningkatnya daya kritis
rakyat dan kesadaran berpolitlknya harus
direspon sebagai sesuatu yang positif bagi
perjalanan kekuasaan yang demokratis.
Bukan ditanggapi dengan organisasl
kekuasaan yang menilai fenomena
meningkatnya reaksi masa - sebagai
manifestasi sikap kritis - karena ada
kelompok kelompok tertentu yang
memanasinya. Jikalau kekuasaan - dalam
sebuah negara - tidak mau dinilai otoriter,
absolut, diktator,dzalim dan arogan maka
kekuasaan harus menghiraukan atau
terbuka dan . menghargai hak-hak,
masyarakat untuk ikut serta menegakkan
kekuasaan yang demokratis.
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